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1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman semakin lama semakin maju,
begitu pula dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga
telah memberikan dampak terhadap perkembangan dari alat transportasi.
Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari
ribuan pulau, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan
danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, air, dan
udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tidak kalah penting
dengan adanya kebutuhan alat transportasi adalah sebagai kebutuhan
kenyamanan, keamanan serta kelancaran pengangkutan yang menunjang
pelaksanaan pembangunan. Salah satu kemajuan perkembangan yang
dimaksud adalah pertumbuhan industry penerbangan yang tidak terlepas
dari jumlah pengguna jasa penerbangan. Dengan pengguna transportasi
udara adalah salah satu jenis transportasi yang sangat dibutuhkan oleh
manusia dalam pemenuhan kebutuhan konsumen vyang beralasan
diantaranya untuk berpergian menggunakan transportasi udara akan
mempersingkat waktu perjalanan khususnya untuk perjalanan jarak jauh
seperti antar kota atau antar negara maupun kebutuhan lainnya dalam
kepentingan bisnis serta kepentingan pariwisata.*

Transportasi udara merupakan alat yang mutakhir dan tercepat dengan
jangkauan yang luar biasa karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain
yaitu faktor kecepatan, karena pada transportasi udara menggunakan
pesawat terbang yang memiliki kecepatan tinggi. Angkutan yang jaraknya

jauh, maka lebih menguntungkan dengan angkutan udara serta adanya
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keteraturan jadwal dan frekuensi di penerbangan.? Selain itu, pengangkutan
udara juga dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengangkutan. Perjanjian
pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi
untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain
tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar
ongkosnya.® Perjanjian pengangkutan udara yang dimaksud dibuktikan
dengan tiket penumpang dan dokumen muatan atau tiket bagasi (kargo).*

Transportasi udara kini telah tersedia banyak pilihan jasa penerbangan
baik rute domestik maupun rute internasional. Semakin meningkatnya
peminat pada jasa penerbangan, tentu banyak dilakukan cara untuk menarik
perhatian konsumen, termasuk memberikan hal-hal menarik seperti
potongan harga tarif penerbangan (Diskon). Namun, hal ini tidak
memberikan jaminan standar pelayanan yang baik untuk diberikan oleh
pihak jasa penerbangan terhadap penumpang. Salah satu tujuan
diselenggarakannya penerbangan adalah mewujudkan penyelenggaraan
penerbangan yang aman (safety), tertib dan teratur (regularity), nyaman
(comfortable), dan ekonomis (economy for company).®

Saat ini, masih banyak jasa penerbangan yang kurang atas pelayanan
yang memuaskan terhadap penumpang khususnya tentang ketepatan waktu
penerbangan. Masalah keterlambatan jadwal penerbangan adalah masalah
yang memerlukan penanganan yang serius. menjadi tanggung jawab
keseluruhan unit kerja perusahaan penerbangan salah satunya adalah
kegiatan dari Passenger Handling. Dikarenakan bahwa dalam perusahaan
penerbangan masing-masing kegiatan merupakan suatu kesatuan mata rantai
yang berintegrasi, dimana apabila satu unit kerja tidak bekerja dengan baik
maka akan mempengaruhi pelayanan operasi penerbangan secara

keseluruhan.®
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Terjadi beberapa kali kasus dalam bentuk pengaduan konsumen yang
disampaikan antara lain, yakni penundaan jadwal penerbangan tanpa
pemberitahuan pada tanggal 16 Agustus 2007, awal mula adanya
pembatalan klausula baku pada tiket maskapai Lion Air dalam
persidangannya melawan perusahaan penyedia jasa penerbangan yang
berlogokan singa dengan warna merah ini, majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini dimenangkan oleh pihak penumpang yaitu David
selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.’ Kemudian
pengaduan konsumen lainnya pada tahun 2015, atas pembatalan
penerbangan Lion Air ini dialaminya pada tanggal 20 Februari 2015 lalu.
Sujudi selaku penumpang memesan tiket perjalanan Yogyakarta-Palembang
dengan transit di Jakarta. Penerbangan Yogyakarta-Jakarta pukul 13.50 WIB
berjalan lancar dan tepat waktu. Sujudi juga sudah melakukan check-in
untuk perjalanan Jakarta-Palembang di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta.
Namun setelah tiba di Cengkareng, Sujudi mendapat pengumuman bahwa
penerbangan Jakarta-Palembang dibatalkan. Dalam kasus tersebut digugat
ke Pengadilan Negeri Sleman oleh Penggugat yang dirugikan, lalu ribuan
penumpang mengantri untuk mendapatkan kembali uang tiketnya dan
Sujudi harus mengantri selama 2 jam.®

Pada saat perayaan hari Imlek pada tanggal 19 Februari 2015,
menyebabkan delay panjang pada penumpang oleh jasa penerbangan Lion
Air JT-348.° Kasus pada maskapai Sriwijaya Air akibat pembatalan
penerbangan SJ-592 dengan rute Jakarta-Makassar untuk jadwal terbang
Senin, 26 Maret 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan pada
Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, bahwa dalam
kondisi terjadi pembatalan penerbangan, maskapai wajib mengalihkan ke

penerbangan berikutnya atau mengalihkan ke maskapai lain atau
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mengembalikan  seluruh  biaya tiket.  Sebelumnya  diberitakan,
maskapai Sriwijaya Air membatalkan penerbangan SJ-592 dengan rute
Jakarta-Makassar untuk jadwal terbang Senin, 27 Maret 2017. Penumpang
dengan rute Bandar Lampung-Makassar ikut terkena dampaknya, hingga
harus memberikan kompensasi dengan membayar biaya sampai Rp 1 juta
karena terpaksa mengganti penerbangan ke maskapai lain.™

Pada tahun 2018, mengalami peningkat atas keterlambatan angkutan
udara pada pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-130 rute
Kualanamu, Sumatra Utara yang tak kunjung berangkat setelah tertunda
nyaris 7 jam ditanggal 1 November 2018. Sehingga pihak PT Lion Air
menyatakan bahwa terjadi karena penundaan komponen pesawat mengalami
kerusakan dan harus diperbaiki.** Namun telah terjadi kembali di kasus PT
Lion Air pada tanggal 21 November 2018, mengalami kerusakan pada
bagian lampu indikator pada pesawat Lion Air yang membawa 12
penumpang dengan nomor penerbangan JT-771 tujuan Manado ke Jakarta
mengalami keterlambatan selama 7 jam. *?

Pada tahun 2019, sejumlah rute penerbangan domestik Lion Air
Group diantaranya maskapai Lion Air, Wings Air, dan Batik Air dipastikan
mengalami  keterlambatan  keberangkatan dan kedatangan (delay)
disebabkan karena adanya gangguan kabut asap yang terjadi di beberapa
daerah pada tanggal 14 September 2019."* Pada tanggal 16 September 2019,
Ratusan jadwal penerbangan di sejumlah rute harus dibatalkan karena kabut
asap akibat kebakaran hutan. Selain itu, banyak penerbangan lainnya yang
mengalami delay, dengan pengalihan rute hingga return to base (RTB)
Menteri Perhubungan (MENHUB) Budi Karya Sumadi, memastikan tak ada
ganti rugi bagi penumpang. Pasalnya, kejadian tersebut terjadi bukan atas
kehendak maskapai tetapi karena alasan force majeure sesuai ketentuan,
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maka maskapai penerbangan dibebaskan dari kewajibannya untuk
memberikan ganti rugi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
Namun, proses pengembalian uang (refund) dari pembelian tiket tetap
berlaku.* Pada tanggal 8 November 2019, kasus penundaan dan pembatalan
jadwal penerbangan yang dialami Sriwijaya Air disebabkan adanya kendala
operasional. Namun, Sriwijaya Air mengaku telah mengambil langkah-
langkah guna menangani hal tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang
lebih luas lagi. Gangguan tersebut, telah melakukan beberapa upaya
recovery. Dan atas hal tersebut, mewakili management sangat mengapresiasi
kinerja seluruh karyawan karena sebagian besar jadwal penerbangan
Sriwijaya Air pada hari ini sudah kembali beroperasi secara normal.*

Selain itu, kasus sengketa konsumen lainnya di tahun 2020 yang
sekarang ini pada penerbangan maskapai Citilink dari Bandara Internasional
Adi Soemarmo Solo (SOC) tujuan Bandara Halim Perdanakusuma (HLP),
pada hari, Rabu 01 Januari 2020 dibatalkan. Pembatalan tersebut karena
landasan di Bandara Halim Perdanakusuma tergenang air akibat banjir yang
melanda Jakarta dan sekitarnya. Humas PT Angkasa Pura (AP) | Bandara
Internasional Adi Soemarmo. Penerbangan yang dibatalkan tersebut adalah
Citilink dengan rute HLP-SOC-HLP nomor penerbangan QG-120/121 yang
berangkat pukul 08.45 WIB dengan jumlah penumpang 180 orang serta QG-
122/123 dengan rute sama yang berangkat pukul 11.40 WIB dengan jumlah
penumpang 147 orang. Akibat pembatalan penerbangan tersebut, ratusan
calon penumpang Citilink harus mengantri untuk melakukan refund maupun
reschedule.'®

Pada situasi saat ini di Indonesia bahkan seluruh dunia sedang
mengalami peristiwa adanya larangan keberangkatan penerbangan pada

pihak jasa penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.
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Alasan ini bukan karna wanprestasi akan tetapi telah diterapkan status
pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebagaimana PSBB diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman PSBB dalam rangka penanganan pademi corona virus diseases
2019 (Covid-19). Bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi
penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona.
Tujuannya, untuk mencegah adanya penyebaran virus corona yang lebih
besar lagi.” Sehingga faktor ini mengakibatkan maskapai penerbangan
dihentikan sementara pembatalan jadwal keberangkatan penumpang
bertujuan untuk mengurangi resiko penularan Covid-19. Dalam ganti
kerugiannya, jika dalam perjanjian disebutkan secara tegas menyatakan
wabah penyakit (outbreak) atau penutupan akses (lockdown) sebagai
peristiwva force majeur, maka wabah virus corona dan lockdown oleh
pemerintah dapat dijadikan sebagai alasan force majeur.

Menurut Subekti dalam bukunya yaitu “Hukum Perjanjian”, merupakan
pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang
dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan
di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang
timbul di luar dugaan tadi. Force majeure adalah suatu alasan untuk
membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar
wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur.'®

Sebagaimana dalam hal diatas, menurut Pasal 1 angka (6) Undang-
Undang Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan
Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara
Niaga Berjadwal di Indonesia, menyebutkan bahwa “Keterlambatan adalah
terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan
yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan™.*®

Maupun penjelasan pada Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Perhubungan

https://www.sehatg.com/artikel/mengenal-status-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-dan-
dampaknya, diakses pada 12 Mei 2020, pukul 10:10 WIB.
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Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan
(Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal
di Indonesia, yang berbunyi “Pembatalan penerbangan (Cancelation Of
Flight) adalah tidak beroperasinya suatu penerbangan sesuai rencana
penerbangan yang telah ditentukan”.”® Ruang lingkup keterlambatan
penerbangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan
Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara
Niaga Berjadwal di Indonesia, bahwa keterlambatan penerbangan pada
badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari:

a. Keterlambatan penerbangan (flight delayed);

b. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara

(denied boarding passanger);

c. Pembatalan penerbangan (cancelation of flight).**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan dan memberikan perlindungan serta
pelayanan penumpang angkutan udara niaga berjadwal, perlu diatur
Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan
Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Dalam peraturan ini
dijelaskan pula ruang lingkup keterlambatan penerbangan dan faktor
penyebab keterlambatan. Keterlambatan penerbangan pada badan usaha
angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari keterlambatan penerbangan,
tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat dan
pembatalan penerbangan. Keterlambatan penerbangan dikelompokkan
dalam enam kategori keterlambatan terdapat pada Pasal 3, yaitu:

1. Keterlambatan 30 menit sampai dengan 60 menit;

2. Keterlambatan 61 menit sampai dengan 120 menit;

3. Keterlambatan 121 menit sampai dengan 180 menit;
4

Keterlambatan 181 menit sampai dengan 240 menit;

X)bid.,Pasal 1 angka (7).
?!1bid.,Pasal 2 huruf (a),(b), dan (c).



5. Keterlambatan lebih dari 240 menit; dan
6. Pembatalan penerbangan.

Keterlambatan penerbangan dimaksud dihitung berdasarkan perbedaan
waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yaitu pada saat pesawat
block off meninggalkan tempat parkir pesawat (apron) atau pada saat
pesawat block on dan parkir di apron bandara tujuan. Di dalam Peraturan
Menteri Perhubungan ini pada pasal 5 juga dijelaskan faktor penyebab
keterlambatan antara lain: faktor manajemen airline, teknis operasional,
faktor cuaca dan faktor lain-lain. Sedangkan yang terkait dengan
penanganan keterlambatan penerbangan diantaranya badan usaha angkutan
udara wajib menyediakan petugas setingkat General Manager, Station
Manager, staf lainnya atau pihak yang ditunjuk dan diberikan kewenangan
penuh dalam mengambil keputusan di lapangan dalam menangani
penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan.?

Fakta yang ada menjadi salah satu bukti nyata pada perusahaan
penerbangan atas pelayanan yang kurang baik dan masih menelantarkan
hak-hak selaku konsumen. Disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran
akan haknya yang masih rendah. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah
Indonesia ambil andil dalam mengatur hak-hak konsumen. Terutama pada
Pasal 4 angka (8) yang berbunyi “Hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”?®

Penjelasan pada pasal tersebut, apabila terjadi peristiwa atau kejadian
yang menyebabkan kerugian bagi penumpang, maka akan timbul tanggung
jawab hukum dari pihak jasa penerbangan untuk mengganti kerugian yang
dialami penumpang. Tanggung jawab tesebut berupa pemberian ganti rugi
atau juga yang disebut dengan kompensasi. Jadi, apabila terjadi penundaan

keberangkatan pihak jasa penerbangan dapat diminta pertanggung jawaban

?|bid.,Pasal 8 angka (1).
ZRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Pasal 4 angka (8).



untuk itu walaupun tidak menutup kemungkinan untuk hal-hal lain selain
penundaan keberangkatan hingga menyebabkan pembatalan penerbangan.

Menurut pendapat ahli Happy Susanto tercantum di dalam bukunya,
menyatakan bahwa hak konsumen yang diabaikan perlu ditindak lanjuti,
sebab dewasa ini banyak bermunculan penawaran menarik yang dipasarkan
kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu
konsumen dituntut untuk lebih teliti dalam memilih produk barang atau jasa,
sebab apabila tidak, bukan menjadi hal baru bila konsumen menjadi objek
eksploitasi bagi pelaku usaha.?* Kondisi seperti ini pada satu sisi
menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa
yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi
lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap
produsan menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi
lemah, karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk mencari
keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang
merugikan konsumen.?

Hal demikian timbul dalam perkara gugatan perdata tingkat kasasi,
antara Penggugat atas nama Jahmada Girsang, SH., MH. berprofesi sebagai
Advokat melawan PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk, sebagai
Tergugat, pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum Herbin
Hutapea, SH., dan PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbhk, yang diwakili
oleh kuasa hukum Anwar, SH., yang mana pihak maskapai penerbangan
Garuda Indonesia, pada tanggal 16 September 2013 pukul 17.30 WITA
pesawat yang ditumpangi oleh penumpang telah boarding dari Bandara
Sultan Hasanudin Makasar. Dalam hal ini terjadi keterlambatan
pengangkutan selama 45 menit yang diumumkan oleh crew pesawat Garuda
Indonesia, mengatakan bahwa pesawat belum bisa diterbangkan karena
masih menunggu penumpang yang transit dari Papua tidak kembali ke
pesawat Garuda Indonesia di Tengarai turun di Makasar dan tidak dilanjuti

ke rute selanjutnya yaitu Jakarta. Setelah menunggu dalam 45 menit, sekitar

**Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Penerbit Visimedia, 2008, him. 1.
»Gunawan Widjaja&Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia,
2003, him. 12.



15 menit kemudian diumumkan kembali kepada Penggugat atas kejadiannya
dengan alasan aturan dan keselamatan penumpang maka seluruh penumpang
disuruh turun dengan membawa semua barang. Oleh sebab itu, Penggugat
dan pihak penumpang lainnya sangat kecewa mengenai pelayanan pihak
Garuda Indonesia yang lebih mementingkan penumpang transit karena tidak
disiplinnya waktu dan membatalkan keberangkatannya tanpa informasi,
sehingga mengakibatkan penggugat dan pihak penumpang lainnya merasa
dirugikan, yang seharusnya pelaku jasa penerbangan Garuda Indonesia lebih
memprioritaskan kepentingan Penggugat atau pihak penumpang lainnya
karena hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat luas selaku
konsumen dalam jasa angkutan udara Garuda Indonesia.

Selanjutnya setelah kejadian tersebut Penggugat mengalami kembali
kejadian yang sangat mengecewakan pada jasa penerbangan yang sama di
tanggal 30 September 2013 telah mengalami penundaan keberangkatan
penerbangan ke Jakarta yang seharusnya boarding pukul 17.10 WITA akan
tetapi dimundurkan waktunya menjadi 18.05 WITA. Alasan pesawat
Garuda Indonesia mengulur jam waktu terbang karena adanya kelebihan
muatan dalam pesawat (manifest) tidak sesuai dengan jumlah penumpang
dan pada akhirnya pesawat take off pukul 19.00 WITA tujuan Jakarta
(CGK). Dengan adanya dua kali kejadian tersebut, sangat mengecewakan
Penggugat dan penumpang Garuda Indonesia yang lainnya. Dapat dilihat
bahwa betapa buruknya sistem pengawasan maupun prosedur yang tidak
benar dilakukan oleh crew dan pilot pesawat Garuda Indonesia dengan
kejadian tersebut. Dalam hal ini, Standard Operasional Prosedural (SOP)
tidak dijalankan dengan baik dan telah mengakibatkan Penggugat serta
penumpang lainnya sudah dirugikan baik secara materiil maupun
immaterial. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Penggugat selaku
konsumen mengirimkan Somasi ke pihak Tergugat, namun hal ini tidak
mendapat tanggapan positif dari pihak Garuda Indonesia selaku pelaku
usaha bahkan tidak meminta maaf kepada Penggugat dalam perkara
tersebut. Hingga akhirnya, pada tanggal 16 Oktober 2013 Penggugat

mengirimkan kembali somasi ke 11, lalu tanggapan pihak Tergugat selaku
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pelaku usaha penerbangan Garuda Indonesia hanya mengucapkan urut
prihatin atas ketidak-nyamanan penumpang tanpa adanya permintaan
maaf.”®

Tentu saja kejadian tersebut diatas telah bertentangan dengan Pasal
140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
menyatakan bahwa “Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan
pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai
dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati”.?” Mengenai perlindungan
konsumen telah dijelaskan sebagaimana pada Pasal 7 huruf (c) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi
“Kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen
secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.?

Oleh sebab itu, pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas
perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai “Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa Kkerugian kepada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan Kkerugian itu,
menggantikan kerugian tersebut”. Menurut Rosa Agustina dalam bukunya
“Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan unsur-unsur perbuatan
melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah:

1) Perbuatan tersebut melawan hukum;

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

c. Bertentangan dengan kesusilaan;

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
3) Harus ada kerugian; dan

4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.”

%pytusan Mahkamah Agung Nomor 2506 K/Pdt/2015.

?"|bid., Pasal 140 angka (2).

%|bid., Pasal 7 huruf (c).

»Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003,
him. 117.
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Dalam permasalahan tersebut mengenai kerugian yang dialami
Penggugat sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur
“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan
perbuatan-perbuatan orang-orang Yyang menjadi tanggungannya atau
disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.*® Dan
atas hak subjektif para penggugat sebagai konsumen jasa angkutan
penerbangan sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 huruf (h) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan
bahwa “Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti
rugi dan/atau penggantian dalam bentuk apapun, apabila barang dan/atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya”.

Selanjutnya, pada gugatan perkara kedua yang dimana sebelumnya
dalam kasus ini telah terjadi perikatan diantara para pihak Penggugat
maupun Tergugat. Pada tanggal 1 September 2013 Penggugat membeli 8
(delapan) melalui pemesanan online yang kesemuanya atas nama Yanta
Karona Surbakti selaku Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kode Pemesanan : M75UD6
Nomor Penerbangan - MZ-644
Rute Penerbangan : Jakarta (CGK) ke Denpasar (DPS)
Tanggal Penerbangan : 3 Februari 2014
2. Kode Pemesanan : M7UE4
Nomor Penerbangan - MZ-645
Rute Penerbangan : Denpasar (DPS) ke Jakarta (CGK)
Tanggal Penerbangan : 6 Februari 2014
3. Kode Pemesanan : M75XVH
Nomor Penerbangan : MZ-7620

Rute Penerbangan

Tanggal Penerbangan

. Jakarta (CGK) ke Makassar (UPG)
: 18 Februari 2014

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1367.

12



Kode Pemesanan
Nomor Penerbangan
Rute Penerbangan
Tanggal Penerbangan
Kode Pemesanan
Nomor Penerbangan
Rute Penerbangan
Tanggal Penerbangan
Kode Pemesanan
Nomor Penerbangan
Rute Penerbangan
Tanggal Penerbangan
Kode Pemesanan
Nomor Penerbangan
Rute Penerbangan
Tanggal Penerbangan
Kode Pemesanan
Nomor Penerbangan
Rute Penerbangan

Tanggal Penerbangan

- M75XZU

: MZ-845

: Makassar (UPG) ke Jakarta (CGK)
: 21 Februari 2014

- M7522Y

: MZ-336

: Jakarta (CGK) ke Surabaya (SUB)
: 3 Maret 2014

: M7625X

: MZ-335

: Surabaya (SUB) ke Jakarta (CGK)
: 6 Maret 2014

- M75VVS

: MZ-644

: Jakarta (CGK) ke Denpasar (DPS)
: 24 Maret 2014

: M75VY6

: MZ-645

: Denpasar (DPS) ke Jakarta (CGK)
: 27 Maret 2014

Setelah terlaksananya pembelian tiket, terjadi adanya ketidakpastian
terhitung sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal
penerbangan yang telah terjadwal sebagaimana tiket-tiket Penggugat, tanpa
ada pemberitahuan baik pemberitahuan melalui nomer telepon maupun surat
elektronik (e-mail) Penggugat mengenai pembatalan maupun perubahan
jadwal penerbangan dari pihak jasa angkutan udara.

Pada tanggal 3 Februari 2014 Pukul 04.00 WIB Penggugat sampai di
Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Penggugat
langsung berjalan menuju gerai lapor (check-in counter) Tergugat di
terminal tersebut. Namun pada proses pengecekan tiket Penggugat terlihat
dari monitor informasi jadwal keberangkatan, ternyata pesawat Tergugat

yang akan Penggugat naiki tidak ada penerbangan dengan nomor
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penerbangan MZ-644 dari Jakarta (CGK) menuju Denpasar (DPS) kosong
dan dari salah satu petugas menerangkan bahwa penerbangan yang
dioperasikan oleh Tergugat sudah dibatalkan dan tidak ada lagi tanpa alasan
dan dasar yang jelas. Kemudian Penggugat menuju ke gerai pelayanan
pelanggan untuk mendapatkan keterangan yang dapat diterima pihak
Penggugat atas pembatalan penerbangannya, tetapi Penggugat hanya
menemukan sebuah kertas pemberitahuan di kaca jendela gerai penjualan
tiket Tergugat yang bertuliskan “PEMBERITAHUAN JADWAL
PENERBANGAN MERPATI MULAI TANGGAL: 30 JANUARI 2014
SAMPAI PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT DIBATALKAN. INFO:
0804-1-621621/022-88887777”.  Setelah  itu, Penggugat langsung
menghubungi nomor-nomor Yyang tertulis dalam kertas pengumuman
tersebut. Namun ketika dihubungi berulang kali, baik nomor 0804-1-621621
maupun 022-88887777 hanya dijawab oleh mesin penjawab yang
menyuruh Penggugat harus menunggu. Maka dari itu, Penggugat memesan
kembali tiket penerbangan Sriwijaya Air tujuan Denpasar dikarenakan ada
urusan pekerjaan. Sesampainya Penggugat di Bandar Udara Ngurah Rai
Denpasar Bali, semua gerai lapor keberangkatan (check-in counter)
Tergugat tutup, tidak ada petugas sama sekali, sama seperti yang Penggugat
alami pada saat berangkat dari Jakarta menuju Denpasar pada tanggal 3
Februari 2014. Akhirnya Penggugat kembali membeli tiket penerbangan
lain yaitu Sriwijaya Air untuk kembali ke Jakarta.

Dalam hal ini Penggugat mengajukan Somasi ke pengadilan tertanggal
11 Juli 2014, meminta dan menegur Tergugat untuk memberikan Ganti
Kerugian kepada Penggugat berupa penggantian tiket-tiket milik Penggugat
dengan penerbangan lain yang sesuai dengan tujuan masing-masing tiket,
dengan harapan dapat dibicarakan antara kedua belah pihak yang berperkara
dan menghasilkan jalan keluar terbaik terkait masalah ini. Penggugat
memberikan batas waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak tanggal Somasi
tersebut. Bahwa sampai dengan batas waktu Somasi tersebut yaitu sampai
dengan tanggal tanggal 18 Juli 2014 Tergugat tidak menanggapi atau

merespon dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah
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ini atas pembatalan penerbangan sampai dengan waktu yang tidak
ditentukan dan tanpa ada itikad baik dari Tergugat sebagai pengangkut
selaku pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah seperti yang terjadi
antara Penggugat dengan Tergugat merupakan peristiwa buruk bagi dunia
penerbangan di Indonesia yang pada akhirnya Gugatan ini Penggugat
ajukan.®

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas masih banyak yang harus
diketahui dari perlindungan konsumen khususnya pada penundaan
keberangkatan dan pembatalan penerbangan serta bagaimana bentuk
pertanggungjawaban yang telah di atur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Untuk itu, Hal inilah yang menjadi latar belakang
penulis untuk menulis judul tentang “GANTI RUGI TERHADAP
PENUMPANG PESAWAT TERBANG KOMERSIAL ATAS
KETERLAMBATAN PESAWAT (FLIGHT DELAYED) DAN
PEMBATALAN PENERBANGAN (CANCELATION OF FLIGHT)”.

1.2. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan adanya
beberapa masalah yg timbul baik di dalam pengadilan maupun di luar
pengadilan, adapun masalah tersebut antara lain mengenai ganti kerugian
penumpang atas keterlambatan dan pembatalan penerbangan tanpa alasan
dan dasar yang jelas serta pihak maskapai tidak memberikan pelayanan yang
layak terhadap pengguna jasanya yang dimana penggugat telah melakukan
kewajibannya sebagai konsumen. Seharusnya hal ini menurut Pasal 4 huruf
(h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dan pada pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi maupun pelayanan
yang memuaskan kepada konsumen bila mana tidak memenuhi hal yang
telah diperjanjikan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan
Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara
Niaga Berjadwal di Indonesia.

$1pytusan Perkara Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka selanjutnya

dapat timbul beberapa permasalahan. Adapun permasalahan dalam rangka

perlindungan konsumen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.

Bagaimana bentuk pengaturan ganti rugi terhadap penumpang pesawat
terbang komersial atas keterlambatan penerbangan (Flight Delayed) dan
pembatalan penerbangan (Cancelation Of Flight) Pada Badan Usaha
Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia?

Bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi mengenai keterlambatan
penerbangan  (Flight Delayed) dan pembatalan penerbangan

(Cancelation Of Flight) di dalam pengadilan dan diluar pengadilan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan ganti rugi terhadap
penumpang pesawat terbang komersial atas keterlambatan penerbangan
(Flight Delayed) dan pembatalan penerbangan (Cancelation Of Flight)
Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi
mengenai keterlambatan penerbangan (Flight Delayed) dan pembatalan
penerbangan (Cancelation Of Flight) di dalam pengadilan dan di luar

pengadilan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan

memperoleh kegunaan sebagai berikut:

a.

Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan yang lebih luas
dalam perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya
hukum perlindungan konsumen dan bagi para akademisi maupun
masyarakat yang membacanya. Serta untuk dapat menambah informasi

untuk akademisi dan masyarakat yang membacanya.
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Manfaat Praktis

Diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini dapat menambah
wawasan dan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa konsumen
atas hak-hak yang dirugikan pada jasa penerbangan dalam sistem
penerbangan maskapai. Serta untuk menambah perbendaharaan di
kepustakaan pada Fakultas llmu Hukum Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang

relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam

penelitian yang t elah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan

dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.®? Oleh karena itu, yang

menjadi kerangka teori ini adalah sebagai berikut:

1.

Teori Keadilan
Teori keadilan ini tujuan hukum hanya ditempatkan pada perwujudan
keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat.
Menurut Hans Kelsen bahwa semua peraturan umum adalah “adil” jika
benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya,
peraturan ini harus ditetapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil”
jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus
lain yang sama.®®* Keadilan telah diuraikan oleh Aristoteles dalam
“Rhetorica”. Bangsa Romawi menterjemahkannya dengan: ius suum
cuique tribuere (keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan
persamarataan). Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang
memperoleh bagian yang sama.>

Aristoteles membedakan dua macam Kkeadilan, yaitu keadilan
“distributif” dan keadilan “kumulatif”.®* Keadilan distributif, yakni

keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya.

%2Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Buku Pedoman Penulisan Skripsi
IImu Hukum, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, him. 11.

%|shaq, Dasar-dasar llmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet-2, 2009, him. 8.

*V/an Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, cet-26, 1996, him. 11.

%C.S.T Kansil&Christine S.T Kansil, Pengantar llmu Hukum Indonesia, Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2011, him. 38.
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Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat
bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan
kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa orang. Sedangkan keadilan
kumulatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama
banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum
menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau suatu
hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa
dirasakan dan merupakan unsur yang tidak harus ada dan dapat
pengertian keadilan menurut Aristoteles yaitu, keadilan mesti dipahami
dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan
penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan
numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang
biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita
mengatakan bahwa semua warga adalah sama dimata hukum. Kesamaan
proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan
kemampuannya, prestasinya dan lain sebagainya.

2. Teori Ganti Rugi

Teori ganti rugi ini dimaksud untuk memulihkan keadaan yang telah
menjadi rusak (tidak seimbang) akibat ada penggunaan barang atau jasa
yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan
penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa
kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat,
bahkan kematian) konsumen.®’

Menurut Yahya Harahap, ganti rugi ialah “Kerugian nyata” yang
ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Maksud dari kerugian nyata ini
ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh
pelaku usaha. Besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang

wajar sesuai dengan nilai prestasi yang diperjanjikan menjadi objek

%*Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, cet-2, 2011, him. 81.
¥ Ahmadi Miru&Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2017,
him. 44.
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perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya

wanprestasi.®®

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah salah satu bagian terpenting dari teori,

peranan dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi

antara abstraksi dan kenyataan. Maka dalam penelitian ini disusun dari

konsep-konsep yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian

yakni:

a.

Perlindungan konsume n adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi
penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.*

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat
udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu
perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain
atau beberapa Bandar udara.*

Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan
terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan
pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo
dan/atau pos dengan memungut pembayaran.*

Keterlambatan penerbangan (delay) adalah terjadinya perbedaan waktu
antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan

realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.*

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, him. 66.
*Ibid., Pasal 1 angka (1).
“*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 angka

(1)

“bid., Pasal 1 angka (13).

*|pid., Pasal 1 angka (20).

**Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan
Keterlambatan Penerbangan (DelayManagement), Pasal 1 angka (6).
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Pembatalan penerbangan (cancelation of ftight) adalah tidak
beroperasinya suatu penerbangan sesuai rencana penerbangan yang
telah ditentukan.*

Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik atau
bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian
angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak
penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan
pesawat udara. **

Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan udara dan
namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen
identitas diri dan yang memiliki pas masuk pesawat (boarding pass).*
Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut
dan pihak penumpang dan/atau kargo untuk mengangkut penumpang
dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau
dalam bentuk imbalan jasa yang lain.*’

Ganti rugi adalah uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas

suatu kerugian.*®

“Ibid., Pasal 1 angka (7).

*|pid., Pasal 1 angka (27).

*®|pid., Pasal 1 angka (5).

*"Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 angka

(29).

*®Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung
Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Pasal 1 angka (18).
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1.7 Kerangka Pemikiran

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI

o

DI DALAM PENGADILAN

v

1)
2)

3)

Putusan Mahkamah Agung
Nomor 2506 K/Pdt/2015;
Putusan Perkara Nomor
607/Pdt.G/2014/PN.JKkt.Pst; dan
Putusan Perkara Nomor
309/Pdt.G/2007/PN.JKt.Pst.

~,

DI LUAR PENGADILAN

v

Terdapat 7 kasus diantaranya:

1) Pada tanggal 20 Februari 2015.
2) Tanggal 19 Februari 2015.

3) Tanggal 26 Maret 2017.

4) Tanggal 1 November 2018.

5) Tanggal 21 November 2018.

6) Tanggal 16 September 2019

7) Tanggal 1 Januari 2020.

!

¥ ¥ v v
Penggugat Tergugat Penumpang Jisa
penerbangan
i i i .

¥

Kerugian konsumen karena
pembatalan atau penundaan
jadwal penerbangan

v

1. Teori Keadilan
2. Teori Ganti Rugi

v

Penerbangan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang
Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada
Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.
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1.8 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah para pembaca untuk memahami isi penelitian ini,

maka penulis membuat sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab

sebagai berikut:

BAB |

BAB |1

BAB Il

BAB IV

BAB V

Pendahuluan, dalam bab ini mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka
Teori, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.
Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan menjelaskan landasan-
landasan teori yang digunakan dan menjadi acuan bagi
penulisan mengenai hak-hak konsumen. Selain itu, diuraikan
tinjauan umum mengenai pengertian ganti rugi, penumpang,
pesawat terbang komersial, keterlambatan penerbangan dan
pembatalan penerbangan serta bahan pustaka secara sistematis
yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang dikaji
dalam penelitian ini.

Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis
Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum,
Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan
Hukum.

Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini erisi
tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian Rumusan
Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2.

Penutup, bab ini akan mempaparkan tentang Simpulan yang
merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah serta saran

untuk masalah dalam penelitian ini.
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